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TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 [bookmark: _Toc130823759][bookmark: _Toc133235277][bookmark: _Toc136195566]Penelitian Sebelumnya
	Penelitian Sebelumnya atau disebut juga Penelitian Terdahulu berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti- peneliti lain yang subtansinya sama atau mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Tabel 2.1 
Penelitian Sebelumnya
	No
	Judul Penelitian
	Persamaan Penelitian
	Perbedaan Penelitian

	1













	"Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli" 
(Masrin Gafar, Universitas Tolitoli, 2022) 
	a. Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian peneliti yaitu  sama-sama mengenai Pelayanan Administrasi kependudukan 
b. Metode penelitian pada penelitian ini sama dengan metode penelitian peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
	a. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Basindo Kabupaten Tolitoli, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. 
b. Teori yang digunakan berbeda dalam penelitian ini tentang Manajemen Pelayanan yang dikemukakan Oleh Manullang, sedangkan pada peneliti menggunakan teori dimensi pelayanan publik oleh Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2019:7) dalam Sinambela.
c. Hasil output penelitian ini yaitu indikator sumber daya manusia yangberorientasi pada jasa dalam penyelenggaran pelayanan di kantor kecamatan Basidondo tersebut terlaksana dengan baik, sedangkan hasil output peneliti adalah seluruh masyarakat di kecamatan Cikijing yang sudah memenuhi persyaratan memiliki KTP dan KK 

	2
	"Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu" 
(Maulana Habil Hasyim, Hanny Purnamasari dan Evi Priyanti. Univesritas Singaperbangsa Karawang, 2021)
	a. Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian peneliti yaitu sama-sama mengenai Pelayanan Administrasi kependudukan 
b. Metode penelitian pada penelitian ini sama dengan metode penelitian peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

	a. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
b. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml et al, dalam Hardiyansyah (2018). Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan teori dimensi pelayanan publik oleh Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2019:7) dalam Sinambela.


	3
	“Pelayanan Administrasi Kependudukan Kantor Camat Durai, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau” 
(Elisa Pusparini & Raja Nurzilawati. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2022)
	a. Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian peneliti yaitu sama-sama mengenai Pelayanan Administrasi kependudukan 
b. Metode penelitian pada penelitian ini sama dengan metode penelitian peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif
	a. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Camat Durai, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
b. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan studi literature saja, sedangkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi
c. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Hardiansyah sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti adalah dimensi pelayanan publik oleh Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2019:7) dalam Sinambela.

	4
	"Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)" 
(Tri Purwanti, Ren Suharyadi , 2018)
	a. Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian peneliti yaitu sama-sama mengenai Pelayanan Administrasi kependudukan 
b. Metode penelitian pada penelitian ini sama dengan metode penelitian peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
	a. Lokasi penelitian ini berada Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
b. Fokus penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan bukan pelayanan.
c. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward
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	“Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Pada Kantor Camat Purwodadi Kabupaten Pasuruan " 
(Alifian Nur Rohman, Nurul Umi Ati dan Agus Zainal Abidin. Universitas Islam Malang, 2021)
	a. Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian peneliti yaitu sama-sama mengenai Pelayanan Administrasi kependudukan 
b. Metode penelitian pada penelitian ini sama dengan metode penelitian peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dekriftif
	a. Lokasi penelitian ini berada Kantor Camat Purwodadi Kabupaten Pasuruan, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
b. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Zeithaml dalam Hardiyansyah (2018), sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti adalah dimensi pelayanan publik oleh Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2019:7) dalam Sinambela.



		Dengan peneliti memilih dan melakukan analisis terhadap ke-5 penelitian sebelumnya diatas, maka fenomena atau masalah yang diambil peneliti adalah saling berkaitan dengan judul peneliti yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Penelitian sebelumnya dipilih oleh peneliti karena sama-sama membahas mengenai pelayanan administrasi kependudukan, penelitti memilih penelitian terdahulu sebagai pembeda dan sebagai bukti keaslian hasil penelitian peneliti karena dapat dilihat perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti.
2.2 [bookmark: _Toc136195567]Tinjauan Pustaka
2.2.1 [bookmark: _Toc130823761][bookmark: _Toc133235279][bookmark: _Toc136195568]Pelayanan Publik
	Pelayanan berasal dari kata service. Diungkapkan oleh Fritzsimmons (2011:4) :“A service is a time-perishable, intangible experience perfomed for a customer acting in the role of co-producer.” Gagasan tersebut jika diinterpretasikan berarti bahwa pelayanan bersifat tidak nyata dan tidak tahan lama. Pelayanan adalah proses yang diciptakan dan digunakan secara atau hampir simultan oleh penyelenggara layanan.
	Kotler dalam Sinambela (2016:4), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
	Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas atau kegiatan yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima pelayanan dan juga pemberi pelayanan melalui suatu organisasi atau lembaga perusahaan.
	Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Istilah Publik berasal dari Bahasa Inggris Public yang berarti umum, masyarakat dan negara (Sinambela Litjan Poltak, 2016:5).
	Pelayanan publik menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain (Sinambela Litjan Poltak, 2016:5).
	Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dalam suatu organisasi atau instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	Secara teoritis tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
d. Partisifatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan juga tidak boleh melakukan diskiriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan pemberi dan penerima pelayanan publik.

2.2.1.1 Tujuan Pelayanan Publik
	Tujuan Pelayanan Publik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, terdapat tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik
3. Terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik.
2.2.1.2 Ruang Lingkup Pelayanan Publik
Ruang lingkup pelayanan publik dapat meliputi pelayanan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif yang telah diatur dalam perundang-undangan
2.2.1.3 Indikator Pelayanan Publik
	Masyarakat dapat mengukur kualitas pelayanan melalui dimensi pelayanan publik. J.A.Fitzsimmons & M.J. Fitzsimmons dalam Sinambela (2019:7) berpendapat bahwa ada lima dimensi pelayanan publik, yaitu: 
a. Tangibles (berwujud)
Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik
perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Ini meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lainnya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan pegawainya.
b. Reliability (keandalan)
Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuai dengan harapan pelanggan berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan akurasi tinggi.
c. Responsiveness (daya tanggap)
Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.
d. Assurance ( jaminan atau kepastian) 
Assurance, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari komponen: komunikasi (Communication), kredibilitas (Credibility), keamanan (Security),kompetensi (Competence), dan sopan santun (Courtesy).
e. Empathy (perhatian)
Empathy, atau empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.
2.2.1.4 Asas-asas Pelayanan Publik
		Menurut Ratminto dalam Nasrudin (2015:109) ada beberapa asas dalam pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:
1) Empati dengan Masyarakat. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2) Pembatasan prosedur. Prosedur dirancang sependek mungkin agar konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3) Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna layanan.
4) Meminimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5) Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin. Dan setransparan mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. 
6) Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7) Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8) Meminimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan)
9) Memaksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin. 
10) Kejelasan hak dan kewajiban providers dan masyarakat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik bagi providers maupun bagi masyarakat harus dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11) Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan.
2.2.2 [bookmark: _Toc130823762][bookmark: _Toc133235280][bookmark: _Toc136195569] Administrasi Kependudukan 
		Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administratie, yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti luas, menjelaskan administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil yang pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama.
		Pengertian administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
		Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas-fasilitas publik dalam hal kependudukan (Fulthoni, 2009:8) , diantaranya:
a. Dokumen kependudukan;
b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. Perlindungan atas data pribadi;
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
		Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelayanan adminisrasi kependudukan terdiri dari 2 (dua) bentuk pelayanan yaitu:
a. Pendafaran Penduduk. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan  dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
b. Pencatatan Sipil. Pelayanan pencatatan sipil adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu: Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama,  Perubahan Status Kewarganegaraan, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian, dan Peristiwa penting lainnya.
	Pengertian dokumen kependudukan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Bentuk-bentuk dokumen kependudukan adalah sebagai berikut:
a. Biodata Penduduk. Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
b. Kartu Keluarga. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
c. Kartu Tanda Penduduk. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Akta Pencatatan Sipil. Akta pencatatan sipil terdiri dari register akta pencatatan sipil; dan kutipan akta pencatatan sipil. 
e. Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting sedangkan kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.
f. Surat Keterangan Kependudukan. Surat Keterangan Kependudukanmemuat keterangan tentang nama lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang. Surat Keterangan Kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut:
1) Surat Keterangan Pindah;
2) Surat Keterangan Pindah Datang;
3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
5) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6) Surat Keterangan Kelahiran;
7) Surat Keterangan Lahir Mati;
8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
10) Surat Keterangan Kematian;
11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 
12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
13) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan 
14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
2.3 [bookmark: _Toc130823764][bookmark: _Toc133235282][bookmark: _Toc136195570]Kerangka Pemikiran 
Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelayanan yang baik akan membentuk citra pemerintahan yang baik pula. Pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk jasa publik maupun barang publik yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Instansi Pemerintah. Salah satunya pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Apabila pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan administrasi di daerah tempat masyarakat memperolah layanan maka akan sangat berguna sebagai informasi atau acuan dasar dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan sesuai dengan prinsip pelayanan dan sesuai dengan dimensi pelayanan publik maka akan dapat memuaskan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan dimensi pelayanan publik yang dikemukakan oleh Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2019:7) ada beberapa dimensi yang harus terpenuhi untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik yaitu:  Tangibles yang ditandai dengan penyedian yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; Realibility yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan; dan Empathy yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Pada kelima dimensi pelayanan publik ini dijelaskan bagaimana cara melakukan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memuaskan masyarakat dengan adanya pelayanan yang berkualitas.
Dengan analisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh  Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2019:7) hal yang diharapkan peneliti adalah dihasilkannya pelayanan administrasi kependudukan di kantor kecamatan Cikijing yang berkualitas, dan seluruh masyarakat di kecamatan Cikijing yang telah memenuhi persyaratan memiliki KTP dan KK. Oleh karena itu, peneliti kemudian menyusun sebuah kerangka pikir sebagai berikut

Bagaimana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka
(INPUT)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Seluruh masyarakat di kecamatan Cikijing yang telah memenuhi persyaratan, memiliki KK dan KTP
(OUTCOME)
Upaya-upaya dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pelayanan Administrasi Kependudukan belum optimal
(OUTPUT) 
FEEDBACK
Pelayanan Administrasi Kependudukan telah optimal 
(OUTPUT)
Dimensi Pelayanan Publik 
(J.A.Fitzsimmons & M.J. Fitzsimmons dalam Sinambela, 2019:7)
1. Tangibles
2. Realibility
3. Responsiveness
4. Assurance 
5. Empathy
(PROCESS)
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